BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap permasalahan yang ada yang
menggunakan teori-teori hukum positif, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut. Hacking sebagai kejahatan jenis baru yang terjadi akibat perkembangan
IPTEK. Kejahatan hacking ini berbeda dengan kejahatan konvensional. Namun
selama ini apabila terjadi kejahatan hacking ini masih menggunakan aturan
hukum yang ada yang sesungguhnya tidak diperuntukkan buat hacking..

Dalam KUHP dan Undang-Undang Telekomunikasi tidak ditemukan delik
yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana hacking yang merupakan
kejahatan jenis baru. Sehingga menimbulkan sekian pertanyaan. Lalu konsekuensi
hukum seperti bagaimana mengenai sanksi bagi tindak pidana hacking? Lalu
bagaimana proses pembuktian dalam tindak pidana hacking terkait dengan
kemampuan para penegak hukum khususnya penyidik dan hakim di Indonesia
dimana locus delicti ini terjadi yang nanti sangat berguna untuk menentukan

kewenangan pengadilan mana yang akan menuntut tindak pidana kejahatan jenis

baru ini? Dan karena belum tersedianya instrumen hukum yang secara khusus . .

mengatur mengenai tindak pidana komputer, khususnya hacking dan ditambah
dengan masih lemahnya kemampuan para penegak hukum khususnya para

penyidik dan hakim dalam hal pembuktian, serta minimnya fasilitas teknologi
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canggih yang mampu mendukung proses pembuktian maka apabila timbul kasus-

kasus seperti yang selama ini terjadi, maka penerapannya menjadi tanggungjawab

hakim sepenuhnya (yurisprudensi). Sebab hakim dituntut untuk memutus

berdasarkan kebijaksanaannya sendiri, meskipun penulis menilai kepastian

hukum masih dipertanyakan.

. Saran

Oleh karena itu di akhir penulisan hukum ini, penulis memberikan saran

sebagai berikut :

L.

Pemerintah segera mengeluarkan produk peraturan perundang-undangan
mengatur penanganan delik kejahatan internet khususnya hacking. Sebab
dengan alasan belum ada hukumnya, maka banyak kasus-kasus kejahatan
internet khususnya hacking dapat dengan mudah dibebaskan, hal im
disebabkan oleh karena lemahnya hakim dan penyidik dalam hal pembuktian
delik hacking. Oleh karena itu, Perpu tersebut dapat dijadikan “payung
hukum” sementara bagi hakim untuk memberikan kepastian hukum bagi delik
kejahatan internet khususnya delik hacking di Indonesia. Serta mempercepat
proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Cyber Law yang saat ini
sedang dibahas di tingkatan DPR dan pemerintah. Sebab karena lamanya
pembahasan RUU Cyber Law tersebut, maka delik kejahatan internet
khususnya hacking tidak dapat dikenakan sanksi secara optimal dan tidak ada

kepastian hukum mengenai delik kejahatan internet di Indonesia.
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2. Peningkatan kualitas dan mengoptimalkan pengetahuan, kemampuan dan
profesionalitas para penegak hukum dalam mengantisipasi perkembangan
kejahatan di bidang teknologi khususnya komputer. Sebab penulis menilai
saat ini pengetahuan dan kemampuan para penegak hukum di bidang
teknologi khususnya internet masih lemah ditambah dengan tidak adanya
fasilitas infrastruktur hukum yang canggih dan modern, maka “hukum” di
Indonesia terkesan “stagnan” atau tidak dapat mengikuti perkembangan
jaman yang saat ini sarat dengan perkembangan teknologi internet (padat

teknologi).
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